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Pemprov Mulai
Telusuri Aset
Kendaraan Dinas

PONTIANAK - Persoalan
aset masih menjadi temuan
dalam Laporan Hasil Pemer-
iksaan (LHP) BPK RI atas
Laporan Keuangan Pemerin-
tah Daerah tahun anggaran
2013. Wakil Gubernur Kalbar,
Christiandy Sanjaya menya-
takan Pemprov Kalbar terus
berupaya melakukan peibai-
kan pengelolaan aset sesuai
rekomendasi BPK tersebut.

Salah satu dengan men-
girimkan surat edaran seba-
gai upaya pengamanan aset

tanah. “Pemprov Kalbar telah
melakukan upaya pengaman-
an tanah dengan mengirim-
kan surat edaran berupa Surat
Sekda tentang Penyertifikatan
Aset Tanah Milik PemprovKa-
Ibar” ujar Christiandy di DPRD
Provinsi Kalbar.

Menurut Christiandy,
surat bernomor 028/1098/
BPKAD-C itu menyajikan
daftar tanah yang belum
bersertifikat, -
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serta tanah bersertifikat
tetapi belum atas nama Pem-
prov Kalbar. Tanah-tanah itu
masih atas nama pemerintah
pusat, satuan kerja perangkat
daerah, masyarakat, mau-
pun pemerintah kabupaten
kota. Daftar tersebut menjadi
panduan dalam memproses
penyertifikatan tanah sebagai
bentuk pengamanan hukum
terhadap aset daerah.

Christiandy mengungkap-
kan terhadap aset tanah yang
dicatatganda maupun belum

tercatat dan informasinya tak
lengkap, setiap tahun dilaku-
kan kegiatan rekonsiliasi dan
Klarifikasi aset setelah hasil
audit BPK ke seluruh satuan
kerja perangkat daerah atau
unit kerja.

“Dalam jangka panjang,
jika tetap tidak ada peruba-
han, akan diberikan sanksi
kepada SKPD atau unit kerja
yang tidak informatif dalam
menyajikan laporan asetnya,’
ungkap Christiandy.

Terkait kendaraan dinas
yang dikuasai pihak lain,
lanjut Christiandy, dilaku-

kan penarikan kendaraan
dinas. Penarikan ini tentu-
nya dengan tahapan dan
prosedur sesuai ketentuan
yang berlaku. Dimulai dari
upaya persuasif melalui surat
peringatan dan lainnya, serta
upaya penarikan paksa.

Christiandy mengatakan
Pemprov Kalbar juga melaku-
kan penelusuran beberapa
kendaraan dinas yang tidak .
diketahui keberadaannya.
Pemprov akan mengum-
pulkan informasi dari pihak
terkait.

“Jika tidak ditemukan juga,

Sub Bagian Hukum dan Humas
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




